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Abstract. The economic world in Indonesia has grown rapidly as the times, the numbers of jobs that have 

expanded along with the increase in demand for jobs in Indonesia and inceasing bussines competition. Over 

time, holding companies have become an option for companies in Indonesia. Holding Company becomes the 

main company that organize the parent company and oversees the management of several subsidiaries that are 

members of one grup of companies. This company is a type of limited liability company that aims to organize, 

manage and oversee the perfomance of company. Bankcrupty is a risk that can occur in a company both to the 

parent company and subsidiaries in a BUMN holding company.  
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Abstrak. Dunia perekonomian di Indonesia sudah tumbuh pesat sebagaimana adanya perkembangan zaman, 

banyaknya lapangan kerja yang telah meluas seiring peningkatan permintaan pekerjaan yang ada di Indonesia 

serta persaingan usaha yang semakin meningkat. Dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan holding 

company menjadi pilihan dalam perusahaan di Indonesia. Holding Company menjadi perusahaan utama yang 

mengatur perusahaan induk serta mengawasi pengelolaan dari beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam 

satu grup perusahaan. Perusahaan ini merupakan jenis badan usaha perseroan terbatas yang bertujuan untuk 

mengatur, mengelola, dan mengawasi kinerja perusahaan tersebut. Kepailitan merupakan resiko yang bisa 

terjadi dalam suatu perusahaan baik terhadap induk perusahaan maupun anak perusahaan dalam suatu holding 

company BUMN.  

Kata Kunci : Perusahaan Induk, Perseroan Terbatas, Holding Company 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

Holding merupakan suatu tatanan di antara sejumlah perseroan- perseroan yang secara 

yuridis masing masing merupakan subjek hukum yang mandiri satu terhadap yang lain 

(separate legal entity), tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan yang ekonomis. Secara 

ekonomis, kepemilikannya mayoritas berada pada satu tangan dan jika perseroan- perseroan 

ini berdiri sendiri- sendiri, maka tidak lain semata- mata dari segi struktur yuridis. Inilah yang 

dinamakan sistem anak dalam struktur perseroan. Struktur ini yang diseblut ‘holding’ atau 

dalam kepustakaan BLelanda diseblut dengan ‘concern’ dan dalam praktik sendiri sering 

diseblut ‘grup’. 1 Induk perusahaan holding company memiliki seblagian blesar saham atau 

mengendalikan bleblerapa perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan dalam suatu grup 

perusahaan yang memiliki peranan penting seperti : (1) mengelola dan mengordinasi anak 

                                                           
1 Rudi Prasetya. Perseroan Terblatas Teori dan Praktik. (Jakarta : Sinar Grafika). Hlm 144 
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perusahaan untuk mencapai tujuan kelompok, (2) menyediakan sumbler daya dan fasilitas 

kepada anak perusahaan, (3) meningkatkan daya saing dalam kelompok, (4) memastikan 

dalam pengamblilan keputusan yang sama dan seimblang serta menjaga kesejahteraan para 

pihak yang blerkepentingan.  

 Holding company seblagai sebluah sinyal di blidang hukum Perseroan yang 

blerkemblang atas adanya reaksi terhadap keblutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi 

dalam kegiatan blisnis. BLerkaitanl denlganl penljablaranl perusahaanl dapat terjadi suatu tatanlanl, 

blahwa sejumlah PT secara yuridis merupakanl subljek hukum manldiri yanlg tidak memiliki 

hublunlganl satu sama lainl, nlamunl dilihat dari perspektif ekonlomis seyogianlya seblagai suatu 

kesatuanl ekonlomis2 

Holdinlg Companly BLUMNL yanlg merupakanl nlatoblanle dari perusahaanl terblatas, tidak 

blisa dipunlgkiri dalam masa menldatanlg blisa blerpotenlsi menlgalami kepailitanl. Kepailitanl 

merupakanl suatu keadaanl yanlg sanlgat dihinldari blagi bladanl hukum yanlg memiliki aktivitas 

usaha. Kepailitanl seblagaimanla dijelaskanl dalam Pasal 1 anlgka 1 Unldanlg-Unldanlg NLomor 37 

Tahunl 2004 tenltanlg Kepailitanl danl Penlunldaanl Kewajiblanl Pemblayaranl Utanlg (UU KPKPU) 

merupakanl sita umum atas semua kekayaanl Deblitor Pailit yanlg penlgurusanl danl 

pembleresanlnlya dilakukanl oleh Kurator di blawah penlgawasanl Hakim Penlgawas 

seblagaimanla diatur dalam Unldanlg-Unldanlg inli. 

Shi Jianlzhonlg menlgemukakanl bleblerapa kemunlgkinlanl pailit dalam perusahaanl 

holdinlg terkait anlak perusahaanl yanlg pailit yaknli, pertama, inlduk perusahaanl danl bleblerapa 

anlak perusahaanl pailit, kedua, semua anlak perusahaanl pailit, sedanlgkanl inlduk perusahaanl 

tidak, ketiga, bleblerapa anlak perusahaanl pailit, tetapi inlduk perusahaanl danl anlak perusahaanl 

lainlnlya tidak, keempat, inlduk perusahaanl danl semua anlak perusahaanl pailit. 

Anlak perusahaanl dalam holdinlg companly BLUMNL yanlg menlgalami kepailitanl akanl 

blerdampak pada satu, seluruh harta kekayaanl deblitor anlak perusahaanl pailit disita unltuk 

kepenltinlganl kreditor3, terlepas dari status perseroanlnlya maupunl blukanl persero pada anlak 

perusahaanl holdinlg, nlamunl anlak perusahaanl akanl kehilanlganl hak menlguasai danl menlgurus 

kekayaanlnlya senldiri4. Semua perikatanl dalam urusanl dalam pernlyataanl pailit dijatuhkanl 

                                                           
2 Rudhi Prasetya, Kedudukan l Man ldiri Perseroanl Terblatas disertai den lgan l Ulasan l Men lurut Un ldanlg-Un ldanlg 

NLomor 1 tahun l 1995, Cetakan l Ketiga, Citra Aditya B Lakti, B Lan ldun lg, 2001, hlm. 58. 
3 Pasal 21 jo. Pasal 1 anlgka 1 Un ldanlg-Un ldanlg N Lomor 37 tahun l 2004 tenltan lg Kepailitan l dan l Penlun ldaanl 

Kewajib lan l Pemb layaran l Utan lg 
4 Pasal 24 Unldanlg-Unldan lg N Lomor 37 Tahun l 2004 tenltan lg Kepailitan l danl Penlun ldaanl Kewajiblan l Pemb layaran l 

Utan lg 
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tidak dapat diblayar dari bloedol pailit5 serta segala penletapanl pelaksanlaanl penlgadilanl 

seblelum kepailitanl harus diblerhenltikanl danl juga deblitor tidak dapat dikenlakanl uanlg paksa6. 

Yanlg kedua, direksi maupunl dewanl komisaris dalam anlak perusahaanl pailit akanl kesusahanl 

memiliki kedudukanl serupa dikarenlakanl persyaratanl unltuk dianlgkatnlya menljadi direksi 

maupunl dewanl komisaris harus tidak ada jejak catatanl hitam kepailitanl perusahaanl 

seblelumnlya yanlg dipimpinl7. Yanlg ketiga blerdampak pada kepercayaanl masyarakat terutama 

pemeganlg saham (swasta) dalam BLUMNL yanlg dalam penlgemblanlganlnlya menldirikanl anlak 

perusahaanl blaru. Yanlg keempat yaitu BLUMNL selaku pemeganlg saham sedanlgkanl swasta 

merupakanl pemeganlg saham lainlnlya yanlg akanl blerdampak pada hilanlgnlya keunltunlganl danl 

modal yanlg disetorkanl dalam blenltuk inlvestasi. Yanlg kelima, para pekerja anlak perusahaanl 

pailit akanl otomatis terkenla Pemutusanl Hublunlganl Kerja (PHK) apablila setelah kepailitanl 

selesai tapi tidak adanlya restrukturisasi perusahaanl hinlgga likuidasi.  

Pada prinlsipnlya pemerinltah memblanlgunl holdinlg BLUMNL blertujuanl unltuk 

menlciptakanl sinlergi dari seluruh sumbler daya yanlg dimiliki oleh masinlg masinlg BLUMNL 

dalam ranlgka yanlg pertama, menlinlgkatkanl efisienlsi danl kemampuanl pemupukanl danla, yanlg 

kedua mempercepat pelaksanlaanl memasuki pasar modal, yanlg ketiga menlinlgkatkanl 

kemampuanl penlgganltianl pablrik danl penlgemblaganl usaha serta yanlg keempat, menlinlgkatkanl 

daya sainlg inldustri nlasionlal8. 

Penlgaturanl tenltanlg kepailitanl dalam holdinlg companly senldiri juga menlgalami 

kekosonlganl hukum yanlg dimanla padahal holdinlg companly sama-sama memiliki resiko pailit  

sehinlgga memunlgkinlkanl dapat menlimpa pada holdinlg companly BLUMNL. Semenltara itu anlak 

anlak (sublsidiary) holdinlg companly BLUMNL tidak seluruhnlya blerblenltuk BLUMNL Persero. 

Syarat dalam menlgajukanl pailit danl dapat dijatuhkanlnlya konldisi pailit tidak semudah itu9. 

Status BLUMNL Persero senldiri tunlduk pada adanlya UU PT yanlg dapat diajukanl pailit oleh 

siapapunl juga, kecuali BLUMNL Persero terseblut blergerak pada sektor tertenltu, misalnlya blanlk 

asuranlsi danl perusahaanl yanlg blergerak di blidanlg penlghimpunl danla10. 

                                                           
5 Pasal 25 Unldanlg-Unldan lg N Lomor 37 Tahun l 2004 tenltan lg Kepailitan l danl Penlun ldaanl Kewajiblan l Pemb layaran l 

Utan lg 
6 Pasal 31 danl Pasal 32 Unldanlg-Un ldan lg NLomor 37 Tahun l 2004 tenltan lg Kepailitan l dan l Pen lun ldaan l Kewajib lan l 

Pemb layaran l Utan lg 
7 Pasal 93 Unldanlg-Unldan lg N Lomor 40 Tahun l 2007 tenltan lg Perseroanl Terblatas 
8 Johnly Sudharmon lo, Manlajemen l BLerb lasis Sin lergi:Studi Kasus Holdin lg B LUMNL Pupuk dan l Semen l Inldonlesia, 

Man lajemen l Strategik, Volume 5 (2017) 
9 Pasal 2 ayat (1) “Deb litor mempun lyai dua atau leb lih Kreditor danl tidak memb layar lun las sedikitn lya satu utan lg 

yan lg telah jatuh waktu dan l dapat ditagih...”. 
10 Pasal 2 Unldanlg-Un ldanlg N Lomor 37 Tahun l 2004 tenltan lg Kepailitan l danl Penlun ldaanl Kewajiblan l Pemb layaran l 

Utan lg. 
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Seperti yanlg dijelaskanl blahwa pemblenltukanl holdinlg companly pertama kali diawali 

denlganl PT. Semenl Gresik (Persero), Tblk. pada tahunl 1995 yanlg merupakanl holdinlg BLUMNL 

semenl lalu dilanljut denlganl PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) pada tahunl 1997 yanlg merupakanl 

holdinlg BLUMNL pupuk. Seblagai inlduk perusahaanl dalam holdinlg companly, PT Semenl Gresik 

(Persero), Tblk. memiliki 2 anlak perusahaanl ex BLUMNL yaitu PT Semenl Padanlg danl PT 

Somasa sedanlgkanl PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) memiliki enlam anlak perusahaanl ex 

BLUMNL yaitu PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujanlg, PT Pupuk Iskanldar 

Muda, PT Rekayasa Inldustri, danl PT Mega Eltra. 

NLamunl yanlg seperti diketahui, dalam praktik pemblenltukanl holdinlg companly blelum 

memiliki legalitas danl peraturanl yanlg khusus unltuk leblih lanljut. Hal inli menlgakiblatkanl 

maraknlya multi tafsir danl perbledaanl panldanlganl dalam holdinlg companly serta blatasanl dalam 

ruanlg linlgkupnlya. Resiko yanlg dihadapi oleh holdinlg companly juga bleragam salah satunlya 

dalam menlghadapi kepailitanl. Hal yanlg umum dalam holdinlg companly ketika dalam 

pemblenltukanlnlya menlgelola perusahaanl kecil. Salah satu perusahaanl blaik inlduk perusahaanl 

maupunl anlak perusahaanl akanl melakukanl peminljamanl atau yanlg bliasa diseblut denlganl 

kredit. jika kredit terseblut tidak dapat dilunlasi danl sudah jatuh tempo, maka perusahaanl itu 

akanl menlgajukanl pailit.  

Peraturanl hukum yanlg tidak jelas danl tidak memadai menlgenlai perlinldunlganl tenlaga 

kerja nlya menlgisyaratkanl blahwa adanlya kekosonlganl hukum dalam ruanlg linlkup 

perlinldunlganl tenlaga kerja. Yaitu seperti pemblerlakuanl mutasi danl peminldahanl karyawanl 

dalam PT Pupuk Sriwidjaya. Seyogyanlya atas pertimblanlganl kesejahteraanl danl penlinlgkatanl 

taraf hidup tenlaga kerja itu senldiri. Para tenlaga kerja merasa blahwa mereka serinlg dirugikanl 

danl dieksploitasi oleh pemimpinl yanlg denlganl senlgaja semenla menla dalam menletapkanl 

peraturanl keblijakanl kepada karyawanlnlya. Conltoh yanlg serinlg terjadi nlya permasalahanl 

adalah minlimnlya upah tenlaga kerja danl jaminlanl akanl keselamatanl kerja.  

RUMUSANL MASALAH 

Permasalahanl yanlg diblahas dalam penlelitianl inli yaitu pertama, blagaimanla hublunlganl 

hukum inlduk danl anlak perusahaanl dalam holdinlg companly BLUMNL? Yanlg kedua, yaitu 

blagaimanla penlgaturanl hublunlganl ketenlagakerjaanl pada PT Pupuk Sriwidjaya (PT PUSRI) 

setelah struktur perusahaanl blerublah menlajdi 1 perusahaanl grup (hodlinlg companly)? 
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TUJUANL PENLELITIANL 

Tujuanl dari penlelitianl inli senldiri yaitu yanlg pertama, unltuk menlgetahui hublunlganl 

hukum perusahaanl inlduk danl anlak perusahaanl dalam holdinlg companly BLUMNL lalu yanlg 

kedua unltuk menlgetahui blagaimanla penlgaturanl hublunlganl ketenlagakerjaanl pada PT Pupuk 

Sriwidjaya (PT PUSRI) setelah struktur perusahaanl blerublah menlajdi 1 perusahaanl grup. 

METODE PENLELITIANL 

Metode penlelitianl inli merupakanl penlelitianl hukum empiris denlganl menlggunlakanl 

metode penlelitianl blerupa field research danl liblrary research yaitu penlelitianl wawanlcara danl 

terhadap dokumenl tertulis seblagai datanlya yanlg blersumbler dari data skunlder menlcakup 

blahanl hukum primer, blahanl hukum sekunlder danl blahanl hukum tersier11. Anlalisis blahanl 

hukum dilakukanl denlganl menlggunlakanl metode anlalisis isi (cenltenlt anlalysis method) yanlg 

dilakukanl denlganl cara memaparkanl materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinlci 

gunla memudahkanl penlafsiranl dalam pemblahasanl12,  melalui penldekatanl perunldanlg-

unldanlganl (statute aprroach)13  

HASIL PENLELITIANL DANL PEMBLAHASANL 

Hublunlganl Hukum Perusahaanl Inlduk danl Anlak Perusahaanl dalam Holdinlg Companly 

BLUMNL  

Lanlgkah awalanl dari pemerinltah unltuk menlunljanlg perekonlomianl di Inldonlesia supaya 

tidak tertinlggal jauh denlganl nlegara lainl yaitu denlganl cara memblenltuk holdinlg companly 

BLUMNL. Secara penlgelolaanl holdinlg companly BLUMNL inli hampir mirip denlganl holdinlg 

companly swasta. Perusahaanl multinlasionlal grup atau holdinlg companly serinlg sekali 

menlggunlakanl hublunlganl blisnlis denlganl tujuanl unltuk menlstranlsfer penldapatanl danl 

penlgeluaranl dianltara area wilayah pajak tinlggi danl area pajak renldah unlutk menlghinldari 

pajak secara hukum.  

Jika sebluah perusahaanl memiliki blanlyak anlak perusahaanl yanlg tergablunlg dalam 

grup, bleblerapa anlak perusahaanl menlghasilkanl keunltunlganl (profitmakinlg) danl yanlg lainl 

menlghasilkanl kerugianl (loss-makinlg), kemudianl hublunlganl blisnlis dapat digunlakanl unltuk 

menltranlsfer keunltunlganl bleblerapa anlak perusahaanl grup ke anlak perusahaanl yanlg menlgalami 

                                                           
11 4 Rahmat Ramadhan li, “An lalisis Yuridis Pen lguasaan l Tanlah Garapan l Eks Hak Gun la Usaha PT. Perkeblun lanl 

NLusan ltara II Oleh Para Penlggarap”, Semin lar N Lasion lal Tekn lologi Edukasi Sosial dan l Human liora 1, NLo. 1, 

(2021): p. 859. 
12 Rahmat Ramadhan li dan l Ummi Salamah Lub lis, “The Fun lction l of the Delimitation l Con ltradictory Prin lciple in l 

the Settlemen lt of Lan ld Plot BLoun ldary Disputes”, IJRS: In lternlationlal Journlal Reglemen lt & Society 2, N Lo. 3, 

(2021): p. 138. 
13 Rahmat Ramadhan li, “En ldless Agrarian l Con lflict in l Malay Lan ld”, Proceedinlg In ltern lation lal Con lferen lce onl 

Lan lguage an ld Literature (IC2LC), (2020): p. 258. 
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kerugianl. Ketika penlcapaianl perusahaanl danl keunltunlganl keseluruhanl grup tidak blerublah 

(stagnlanl), keseluruhanl pajak grup dapat dikuranlgi, danl pajak dapat dihinldari secara legal14. 

Menlurut BLlack’s Law Dictionlary, holdinlg companly adalah a super-corporationl 

which ownls or at least conltrols such a dominlanlt inlterest inl onle or more other corporationls 

that it is enlablled to dictate their policies through votinlg power; a corporationl organlized to 

hold the stock of other corporationls; anly companly, inlcorporated or unlinlcorporated, which is 

inl a positionl to conltrol or materially inlfluenlce the manlagemenlt of onle or more other 

companlies bly virtue, inl part at least, of its ownlership or securities inl the other companly or 

companlies 

Holdinlg companly merupakanl suatu gablunlganl dari blerblagai perusahaanl perseroanl 

yanlg secara yuris inldepenldenl blerhublunlganl denlganl yanlg lainl secara erat memblenltuk satu 

kesatuanl ekonlomi yanlg tunlduk pada 1 kepemimpinlanl yaitu sebluah perusahaanl inlduk selaku 

pemimpinl senltral15. Hampir sama denlganl penlgertianl inlduk perusahaanl, Perseroanl Terblatas 

yanlg mempunlyai hak suara (votinlg) yanlg ada dalam Rapat Umum Pemeganlg Saham kepada 

perusahaanl lainl unltuk menlgelola keblijakanl danl kinlerja manlejemenl didalamnlya. Serta 

perusahanl inlduk memiliki satu atau leblih aset perusahaanl.  

Menlurut sistem civil law yanlg dianlut oleh nlegara Inldonlesia, PT ialah merupakanl 

sebluah enltitas hukum (legal enltitiy) yanlg dimanla ia merupakanl subljek hukum yanlg dibleblanli 

oleh hak danl kewajiblanl. Walaupunl seblenlarnlya tidak ada penlgaturanl tersenldiri danl khusus 

tenltanlg holdinlg companly di dalam UU Perseroanl Terblatas, pada prakteknlya anlak perusahanl 

terseblut didirikanl denlganl status PT. Yanlg sehinlgga membluat anlak perusahaanl tersblut 

memiliki enltitas hukum yanlg manldiri danl inldepenldenl. Anlak perusahanl terseblut dapat 

blerkedudukanl seblagai inltenlsitas hukum yanlg manldiri danl inldepenldenl seblagai subljek hukum. 

Yanlg dimanla anlak perusahaanl terseblut dapat memiliki harta kekayaanl senldiri, melakukanl 

perbluatanl hukum secara perdata serta dapat menlggugat danl digugat di hadapanl penlgadilanl. 

Hanls Kelsenl menlenltukanl kriteria enltitas hukum yanlg meliputi, The bleinlg or artificial 

personl; Conlduct; Legal capacity; Subljective rights; Oblligationls The will; anld Juridical 

personlality16. 

Inlduk perusahaanl danl anlak perusahaanl sama-sama memiliki kedudukanl enltitas 

hukum. Sehinlgga juga blerlaku hak danl kewajiblanl yanlg terblatas dalam linlgkup lapanlganl 

                                                           
14 Shi Jian lzhon lg, Op.Cit., hlm. 3 
15 Emmy Pan lgarib luan l Siman ljunltak, Perusahaan l Kelompok, Seksi Hukum Dagan lg Fakultas Hukum Un liversitas 

Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm. 1. 
16 Elvia A.Q. Adrian lo, “The NLatural Personl, Legal En ltity or Juridical Personl anld Juridical Person lality”, Penln l 

State Journ lal of Law & In ltern lation lal Affairs, Vol. 4, Issue 1 Seven lteen lth B Lien ln lal Meetin lg of The Inlternlation lal 

Academy of Commercial an ld Con lsumer Law, 2015, 364-391, hlm. 374-375. 
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harta kekayaanl (limitited liablility). Prinlsip limited liablility tenltanlg harta kekayaanl terpisah, 

blerartianl blahwa harta kekayaanl pemeganlg saham denlganl harta kekayaanl bladanl hukum 

blenlar-blenlar terpisah17. Jika bladanl hukum memilki hutanlg, maka selanljutnlya pemeganlg 

saham tidak dapat diminltai pertanlggunlgjawablanl unltuk pemblayaranl hutanlg bladanl hukum 

terseblut lalu demikianl seblaliknlya. Juga kerugianl yanlg ditanlggunlg oleh pemeganlg saham 

seblatas hanlya sejumlah modal yanlg disetorkanl pada Perseroanl terseblut.  

Holdinlg companly mempunlyai keistimewaanl seblagai anlak perusahaanl holdinlg yaitu 

statusnlya disamakanl denlganl BLUMNL itu senldiri. Penlgertianl dipersamakanl disinli yaitu 

keistimewaanl menljalanlkanl serta menlgemblanlgkanl blisnlis tertenltu yanlg blerkaitanl denlganl hajat 

hidup oranlg blanlyak atau blerupa sumbler daya alam yanlg penltinlg blagi nlegara.  

Persero terblagi menljadi 2 jenlis yaitu Perusahaanl Perseroanl (Persero) danl Perusahaanl 

Umum (Perum). Persero juga diblagi menljadi dua yaitu Perseroanl Tertutup danl Perseroanl 

Terbluka yanlg terjunl lanlgsunlg di lanltai blursa denlganl adanlya modal danl adanlya jumlah 

pemeganlg saham yanlg harus memenluhi kriteria tertenltu ataupunl juga blisa Persero terseblut 

yanlg akanl melakukanl penlawaranl umum sesuai yanlg sudah jelas tertera dalam peraturanl 

perunldanlg unldanlganl di blidanlg pasar modal. 

Penlgertianl anlak perusahaanl BLUMNL Persero diatur dalam Peraturanl Menlteri NLegara 

BLUMNL NLo. PER-03/MBLU/2012 Tahunl 2012 tenltanlg Pedomanl Penlganlgkatanl Anlggota 

Direksi danl Anlggota Dewanl Komisaris Anlak Perusahaanl BLadanl Usaha Milik NLegara 

(Permenl BLUMNL NLo. 3/2012). Pasal 1 anlgka 2 Permenl BLUMNL NLo. 3/2012 dijelaskanl blahwa 

Anlak Perusahaanl BLUMNL adalah Perseroanl terblatas yanlg seblagianl blesar sahamnlya dimiliki 

oleh BLUMNL atau Perseroanl terblatas yanlg dikenldalikanl oleh BLUMNL. Menlurut pasal terseblut, 

dapat dimaknlai blahwa BLUMNL seblagai inlduk perusahaanl memiliki porsi kewenlanlganl leblih 

blesar terhadap anlak perusahaanlnlya terkait denlganl penlgurusanl danl penlgelolaanl perusahaanl. 

Menlteri yanlg menlgelola urusanl pemerinltahanl di bludanlg BLUMNL hanlya blerwenlanlg 

menlganlgkat danl memblerhenltikanl Direksi danl Komisaris BLUMNL Perseronl yanlg saham 

seluruhnlya yanlg kepemilikanlnlya nlegara. Menlteri tidak blerwenlanlg atas anlak perusahaanl 

BLUMNL, karenla juga blukanl blerstatus seblagai BLUMNL, saham anlak perusahaanl BLUMNL tidak 

dimiliki nlegara secara lanlgsunlg18. 

                                                           
17 Putu Edgar Tanlaya dan l Kadek Agus Sudiarawan l, “Akib lat Hukum Kepailitan l BLadanl Usaha Milik N Legara 

Pasca blerlakun lya Un ldanlg-Unldanlg N Lomor 17 tahun l 2003 ten ltan lg Keuan lgan l NLegara”, Jurn lal Komun likasi 

Hukum, Vol 3, NLo. 1, 2017, 117-126, hlm. 5 
18 Ilman l Hadi, Status Hukum An lak Perusahaan l BLUMN L, https://www.hukumon llin le.com/klin lik 

/detail/lt50629054c7269/status-hukum-an lak-perusahaan l-b lumn l, diakses tan lggal 10 Septemb ler 2018 
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Hal inli menlunljukkanl blahwa anlak perusahaanl BLUMNL blertempat danl blerkedudukanl 

diblawah penlgaruh blesar inlduk perusahaanlnlya. Karenla meski penlganlgkatanl Direksi danl 

Dewanl Komisaris melewati Rapat Umum Pemeganlg Saham anlak perusahaanl, penlgelolaaanl 

blaik secara lanlgsunlg maupunl tidak lanlgsunlg tetap dipeganlg oleh holdinlg BLUMNL. Serta 

pemblerhenltianl Direksi danl Dewanl Komisaris menljadi kewenlanlganl Direksi BLUMNL lewat 

Rapat Umum Pemeganlg Saham anlak perusahaanl.  

Unldanlg unldanlg perseroanl terblatas danl peraturanl perunldanlg-unldanlganl yanlg lainlnlya 

masih memblerikanl penlgakuanl kepada status bladanl hukum senldiri danl anlak perusahaanl 

seblagai subljek hukum manldiri. Hal inli juga blereorienltasi pada status imduk danl anlak 

perusahaanl yanlg masinlg masinlg tetap menljadi subljek hukum manldiri meskipunl salinlg 

adanlya keterkaitanl seblagai satu kesatuanl ekonlomi. BLenltuk penlgakuanl yuridis terhadap anlak 

perusahaanl seblagai suatu subljek hukum manldiri menlunljukkanl blahwa yaitu penlgaturanl 

anltara inlduk perusahaanl danl anlak perusahaanl masih menlggunlakanl penldeketanl Perseroanl 

Tunlggal, walaupunl anlak perusahaanl menljadi blagianl dari kesatuanl ekonlomi blagi inlduknlya.  

Legistimasi UU PT terhadap kepemilikanl inlduk perusahaanl terhadap saham anlak 

perusahaanl memblerikanl lablel dimasukanlnlya konlsep conltrollinlg oleh inlduk perusahaanl 

kepada anlak perusahaanl ke dalam linlgkup hukum Perseroanl. Konlsepsi terseblut telah 

rnlenlimblulkanl munlculnlya konltradiksi aspek yuridis denlganl aspek realitas hukum blisnlis 

menlgenlai keterkaitanl anltara inlduk denlganl anlak perusahaanl. Sulistiowati menlyatakanl, blahwa 

konlsepsi penlgenldalianl oleh Perseroanl terhadap Perseroanl lainl seharusnlya tidak blerada dalam 

ranlah hukum Perseroanl, karenla penlgenldalianl oleh suatu Perseroanl terhadap Perseroanl 

lainlnlya menlgakiblatkanl lahirnlya hublunlganl sublordinlasi dianltara bladanl hukum yanlg sejatinlya 

blersifat manldiri19. 

Sebluah konldisi yanlg blerlawanlanl denlganl prinlsip kemanldirianl anlak perusahaanl yanlg 

utamanlya adalah merupakanl separate legal enltitiy. BLerhadap denlganl konlteks luas, konlsepsi 

dari kedudukanl anlak perusahaanl BLUMNL menljadi sanlgat penltinlg, terleblih khususnlya saat 

terkait denlganl perbluatanl blisnlis (corporate actionl) tertenltu blaik dilakukanl oleh anlak 

perusahaanl BLUMNL.  

Penlgaturanl Hublunlganl Ketenlagakerjaanl PT. Pupuk Sriwidjaya (PT PUSRI) Setelah 

Struktur Perusahaanl BLerublah Mnlejadi 1 Perusahaanl Grup 

PT. Pupuk Sriwidjaya didirikanl seblagai pelopor utama dalam produsenl pupuk urea di 

Inldonlesia pada tanlggal 24 Desembler 1959 di Sumatera Selatanl yanlg bleranlamakanl PT Pupuk 

                                                           
19 Sulistiowati dalam In lda Rahadiyan l, Op. Cit., hlm. 632-633. 
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Sriwidjaya (Persero). PT. Pupuk Sriwidjaya memulai operasionlal perusahaanlnlya denlganl 

blertujuanl unltuk melaksanlakanl danl menlunljanlg keblijaksanlaanl program pemerinltah didalam 

blidanlg ekonlomi danl pemblanlgunlanl nlasionlal yanlg khususnlya di inldusti pupuk danl kimia 

lainlnlya. 

Dalam penlgawasanl pemilihanl umum dalam hal inli memiliki kekuranlganl sumbler daya 

manlusia unltuk menlgawasi proses pemilihanl umum legislatif serta juga memiliki hamblatanl 

lainl yanlg dapat memicu akanl terjadinlya tinldak pidanla pemilihanl umum pada yanlg blerdasar 

pada peraturanl yanlg sudah dikeluarkanl oleh perusahaanl itu senldiri yanlg dapat dilihat 

blahwasanlnlya yanlg dalam terjadi rekonlstruksi kedudukanl perusahaanl dari inlduk perusahaanl 

menljadi anlak perusahaanl  yanlg dimanla pada dasarnlya ketetapanl terseblut dibluat denlganl 

blerdasar pada keputusanl perusahaanl senldiri tanlpa adanlya meliblatkanl pekerja.  

Dalam surat keputusanl direksi tenltanlg penlugasanl karyawanl tertulis  

Surat Direktur Utama PT. PUSRI tenltanlg Penlugasanl Wilayah Tanlggunlg Jawabl 

Penlgadaanl Danl Penlyaluranl Pupuk BLersublsidi Unltuk Sektor Pertanlianl Provinlsi-Provinlsi 

Sumatera Utara, Sumatera BLarat, Riau, Kepulauanl Riau Menljadi Wilayah Tanlggunlg Jawabl 

Pupuk Inlskanldar Muda (PIM). Menlimblanlg blahwa surat perjanljianl anltara PT. PUSRI danl 

PT. PIM sesuai nlotulenl rapat koordinlasi lanljutanl tenltanlg pemanlfaatanl Sumbler daya 

manlusia, PT.PIM blelum memiliki karyawanl blerpenlgalamanl danl memblutuhkanl blanltuanl 

SDM dari PT. PUSRI, sehinlgga PT. PUSRI menlugaskanl bleblrapa karyawanlnlya unltuk 

memblanltu kegiatanl operasionlal PT. PIM. 

BLisa dilihat dari isi surat keputusanl diatas blahwa menljelaskanl peraturanl perusahaanl 

dibluat denlganl blerdasar pada rapat koordinlasi yanlg dimnlaa hasil rapat wajibl dilaksanlakanl 

oleh pegawai sesuai denlganl penlempatanl mutase yanlg dilakukanl. 

Dilihat pada ketenltuanl blerikutnlya diseblutkanl yaitu dalam surat penlugasanl  :  

“Selama ditugaskanl di PT. PIM, semua hak-hak karyawanl atas bliaya gaji danl seluruh 

tunljanlganl penldapatanl lainlnlya yanlg didapat dari PT. PUSRI dianltaranlya, gaji, tunljanlganl, 

kesejahteraanl, jasa operasi, inlsenltif, fasilitas kesehatanl ketenltuanl menlempati rumah dinlas, 

tetap diblerikanl oleh PT. PUSRI unltuk selanljutnlya akanl diperhitunlgkanl kemudianl oleh PT. 

PUSRI kepada PT. PIM unltuk di reimblursemenlt.” 

Keterkaitanl anltar inldurk perusahaanl danl anlak perusahaanl tenltanlg hal inli merupakanl 

keblijakanl strategis unltuk menldukunlg kepenlgurusanl anlak perusahaanl atau dominlasi inlduk 

perusahaanl dalam penlgelolaanl anlak perusahaanl melalui pemblerianl istruksi yanlg wajibl 
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dilakukanl danl dijalanlkanl oleh anlak perusahaanl20. Dari wawanlcara bleblerapa karyawanl PT. 

Pupuk Sriwidjaya dapat disimpulkanl blahwa perusahaanl memiliki optionl blagi para pekerja 

yanlg tidak inlginl dimutasi yaitu dapat menlgajukanl penlsiunl dinli denlganl fasilitas danl manlfaat 

yanlg blerpeganlg pada kesejahteraanl pekerja. Dari keteranlganl para yanlg memilih penlsiunl dinli 

yaitu menlgatakanl blahwa yanlg lama blekerja tinlggal bleblerapa tahunl saja menlunlggu penlsiunl, 

menlgatakanl puas denlganl penlgganltianl pesanlgonl serta segala pemenluhanl hak yanlg diblerikanl 

perusahaanl. Di sisi lainl, karyawanl yanlg memilih mutasi merupakanl karyawanl yanlg masih 

lama jablatanl pekerjaanlnlya danl leblih memilih tetap blekerja danl blersedia unltuk dimutasi.  

KESIMPULANL  

BLerdasar pada pemblahasanl diatas, maka dapat disimpulkanl blahwa blelum adanlya 

kepastianl yanlg menlgatur terkait hublunlganl hukum dalam blidanlg ketenlagakerjaanl dalam 

perusahaanl grup. Pada hal inli menlyeblablkanl karyawanl sulit menlgetahui haknlya tanlpa 

peraturanl dasar hukum yanlg menlompanlg karenla adanlya kekosonlganl hukum distu. Hublunlganl 

hukum yanlg tercipta hanlya blerdasar pada peraturanl perunldanlg unldanlganl ketenlagakerjaanl 

yanlg blerdampak kerugianl pada tenlaga kerja yanlg menliblulkanl konlflik kedepanlnlya. Danl 

unltuk terjadinlya perganltianl peraturanl yanlg didasarkanl pada surat keputusanl peminldahanl atau 

yanlg diseblut mutasi, sesuai SK mutasi yanlg dikeluarkanl yanlg terdapat adanlya 

reimblursemenlt, yanlg diamanl gaji, tunljanlganl, danl segala pemenluhanl hak pekerja yanlg akanl 

diblerikanl oleh PT. Pupuk Sriwidjaya yanlg nlanltinlya akanl diperhitunlgkanl pada anlak 

perusahaanl lainl yanlg menlerima pekerja mutasi. Penletapanl inli menlyatakanl blahwa PT. Pupuk 

Sriwidjaya tidak blerpinldah menljadi pekerja anlak perusahaanl lainl yanlg artinlya pekerja hanlya 

dimutasi tetapi dalam status kepegawaianlnlya masih tetap blerada didalam nlaunlganl PT. Pupuk 

Sriwidjaya. 

 

SARANL 

Keterkaitanl hublunlganl hukum dalam blidanlg ketenlagakerjaanl yanlg blerbletuk 

perusahaanl grup (holdinlg companly) secara legal masih blelum memiliki kepastianl hukum 

yanlg pasti yanlg hanlya didasarkanl pada Unldanlg-Unldanlg NLo. 13 Tahunl 2003 tenltanlg 

Ketenlagakerjaanl. Diharap pada kedepanlnlya pemerinltah dapat melihat adanlya kekosonlganl 

hukum blagi tenlaga kerja yanlg blekerja dalam perusahaanl yanlg blersifat grup sehinlgga dapat 

memblenltuk peraturanl blaru.  

                                                           
20 Sulistiowati, Aspek Hukum dan l Realita B Lisn lis Perusahaan l Grup di Inldonlesia (Erlan lgga: Jakarta 2010) hal. 

139 
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